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BALIKPAPAN

PUTUSAN
Nomor : 92-K/PM.I-07/AD/X11/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Febriyanto Romadona

Pangkat/NRP : Prada / 31140233970295

Jabatan : Taban Jurlis 1l Pokko Kipan D

Kesatuan : Yonif 614/Rjp

Tempat tanggal lahir : Kalsel, 15 Januari 1987

Jenis kelamin . Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 614/Rjp Kab. Malinau Prov
Kaltara.

Terdakwa tidak ditahan.
PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.
Membaca . Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
Memperhatikan  : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan
Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/38/XIl/2017 tanggal 8
Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer 1-07 Nomor : Sdak/64/K/AD/I-
07/XI11/2017 tanggal 12 Desember 2017.

3. Penetapan Kadilmil 1-07 Balikpapan Nomor : Tap/92/PM.I-
07/AD/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Penunjukan

Hakim.

4, Penentapan Hakim Ketua Nomor : Tap/92/PM.I-

07/AD/XI11/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar o 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor

Sdak/64/K/AD/1-07/X11/2017 tanggal 12 Desember 2017.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah

sumpah serta alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat
menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak
diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat
dari Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/561/1-07/XI1/2017 tanggal
28 Desember 2017, Nomor :B/17/1-07/1/2018 tanggal 15 Januari
2018, Nomor : B/151/IV-16/11/2018 tanggal 2 Pebruari 2018, dan
Nomor: B/152/IV-16/111/2018 tanggal 6 Maret 2018 serta Nomor:
B/153/IV-16/1V/2018 tanggal 12 April 2018. Karena Terdakwa sudah
dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah
dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa
secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997,
maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
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putusan.mahkarpahwe UTérdekigh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga
puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1)
ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer
memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer
Menetapkan tentang barang bukti :

Surat- surat :
- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personel Latorlan Yonif
Raider 614/Rjp Bulan Agustus s.d September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa
sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, sejak tanggal 4 Agustus 2017
sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP- 30/A.30/1X/2017/ldik
tanggal 22 September 2017 atau pada bulan Agustus tahun 2017
bertempat di Brigif 24/BC Kab. Bulungan, Provinsi Kaltara atau
waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017
atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah
melakukan tindak pidana:

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih
lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di
Yonif Raider 614/Rjp dengan Pangkat Prada NRP
31140233970295 Jabatan Taban Jurlis 1l Pokko Kipan D Yonif
614/Rjp Brigif 24/BC serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan
dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang
belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan
keterangan.

b) Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah
dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 saat
pengecekan apel pagi sampai dengan sekarang, Terdakwa belum
kembali ke Kesatuan Yonif Raider 614/Rjp.

C) Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang
sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak
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putusan.mahkamsdrabpawd - barkhg-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak
pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan
sesama anggota Yonif Raider 614/Rjp baik melalui telepon atau
surat.

d) Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari
Terdakwa ke seluruh Wilayah Kab. Malino dan sekitarnya serta
telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan
membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum
diketemukan.

e) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa
ijin sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisl
Nomor : LP-30/A.30/1X/2017/ldik tanggal 22 September 2017 atau
selama 45 (empat puluh lima) hari secara terus

menerus.

f) Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang
sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, baik
Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 614/Rjp tidak
dipersiapkan dalam Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun
Operasi Militer Selain Perang 90MSP) dan keadaan Negara RI
pada umumnya tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam
keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan
dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87
ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir
dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut
secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa
Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak
diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danyonif
614/Rjp Nomor : B/66/1/2018 tanggal 20 Januari 2018, Nomor:
B/247/111/2018 tanggal 11 Maret 2018 dan Nomor : B/301/1VV/2018
tanggal 16 April 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan
undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi
tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan
berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara
Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah
dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama Lengkap . Ikhwan Rijani
Pangkat / NRP . Sertu/21080736320187
Jabatan . Batih Pokko Kipan D
Kesatuan . Yonif Raider 614/Rjp Brigif 24/BC
Tempat/tanggal lahir : Kalse, 15 Januari 1987
Jenis Kelamin . Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama . Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 614/Rjp Kab.

Malinau Prov Kaltara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
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putusan.mahkanahaguBalyeadSaksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di
Yonif Raider 614/Rjp hanya sebatas hubungan atasan dan
bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah
dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 saat
pengecekan apel pagi sampai dengan sekarang, Terdakwa belum
kembali ke Kesatuan Yonif Raider 614/Rjp.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang
sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak
membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak
pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan
sesama anggota Yonif Raider 614/Rjp baik melalui telepon maupun
surat.

4. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari
Terdakwa dan menghubungi pihak keluarganya maupun orang
tuanya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait
dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa
belum diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa
ijin sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi
Nomor: LP-30/A.30/I1X/2017/ldik tanggal 22 September 2017
Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 614/Rjp tidak dipersiapkan dalam
Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain
Perang (OMSP) dan keadaan Negara Rl pada umumnya tidak
sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan aman dan

damai.
Saksi - 2 : Nama Lengkap : Ali Ridha
Pangkat / NRP : Sertu /21110082031089
Jabatan : Bamin Pokko Kipan D
Kesatuan : Yonif Raider 614/Rjp Brigif 24/BC
Tempat/tanggal lahir : Sampang, 10 Oktober 1989
Jenis Kelamin . Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 614/Rjp Kab.

Malinau Prov Kaltara.
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak bertugas
di Yonif Raider 614/Rjp hanya sebatas hubungan atasan dan
bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah
dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 saat
pengecekan apel pagi sampai dengan sekarang, Terdakwa belum
kembali ke Kesatuan Yonif Raider 614/Rjp.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang
sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak
membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak
pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan
sesama anggota Yonif Raider 614/Rjp baik melalui telepon atau
surat.

4. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari
Terdakwa ke seluruh Wilayah Kab. Malino dan sekitarnya serta
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putusan.mahkangglhRgunglgkukdn koordinasi dengan instansi terkait dengan
membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum
diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa
ijin sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi
Nomor: LP-30/A.30/I1X/2017/ldik tanggal 22 September 2017
Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 614/Rjp tidak dipersiapkan dalam
Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain
Perang (OMSP) dan keadaan Negara Rl pada umumnya tidak
sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan aman dan
damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh
Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personel Latorlan Yonif
Raider 614/Rjp Bulan Agustus s.d September 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah
diperlihatkan dan dibacakan serta diakui kebenarannya sebagai
barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan
bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan  yang
didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpabh serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan
yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang
bertugas di Yonif Raider 614/Rjp dengan Pangkat Prada NRP
31140233970295 Jabatan Taban Jurlis 1l Pokko Kipan D Yonif
614/Rjp Brigif 24/BC serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan
dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang
sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 saat
pengecekan apel pagi sampai dengan sekarang, Terdakwa belum
kembali ke Kesatuan Yonif Raider 614/Rjp.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa
ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang
berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan
dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun
menghubungi rekan sesama anggota Yonif Raider 614/Rjp baik
melalui telepon atau surat.

4, Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari
Terdakwa ke seluruh Wilayah Kab. Malinau dan sekitarnya serta
telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan
membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum
diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah
meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan
sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan sampai dengan
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putusan.mahkamapa@nngRptisd Nomor : LP-30/A-30/IX/2017/ldik tanggal 22
September 2017 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara
berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa
ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang
berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan
damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur
Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang
didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan
dalam tuntutannya, namun majelis hakim akan menguraikan sendiri
dalam pertimbangannya, demikian juga mengenai pidananya
sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh
Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu . Militer.
Unsur kedua :  Yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga . Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang
dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela
berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam
dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas
tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan,
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang
bertugas di Yonif Raider 614/Rjp dengan Pangkat Prada NRP
31140233970295 Jabatan Taban Jurlis Il Pokko Kipan D Yonif
614/Rjp Brigif 24/BC serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan
dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang
sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang
sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum
kembali ke Kesatuan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.
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putusan.mahkamahagBahga tleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka
Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta
hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak
pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu
tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul
dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku
melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau
menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan
baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat
yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau
tempat kerja / tempat berdinas sipelaku, sedangkan yang dimaksud
tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa
sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara
lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang
akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun
pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang
bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang
sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 saat
pengecekan apel pagi sampai dengan sekarang, Terdakwa belum
kembali ke Kesatuan Yonif Raider 614/Rjp.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa
ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah
memberitahuan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik
melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa
barang- barang inventaris Kesatuan.

3. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari
Terdakwa ke seluruh Wilayah Kab. Malinau dan sekitarnya serta
telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan
membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum
diketemukan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur
Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin“
telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga_: “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai“ adalah bahwa
selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak
sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
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putusan.mahkamahagBahga idenar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan
tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam
keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak
sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
Ketiga “ Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah
merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di
Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan,
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa
ijin sejak tanggal sejak tanggal sejak 4 Agustus 2017 sampai
dengan Laporan Polisi tanggal 22 September 2017 atau selama 45
(empat puluh lima) hari.

2 Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa
waktu selama 45 (empat puluh lima) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur
Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang
merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis
Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87
Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan
alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa,
maka oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu
bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat
hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal
lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak
disiplin dan tidak adanya ketaatan yang tinggi sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut
dilarang menurut UU.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan TNI pada
umumnya sangat dirugikan dan juga sangat mempengaruhi
pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga mempengaruhi
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putusan.mahkarrabia@enkesatiannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-
hari.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah
semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah
melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk
mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada
jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik
sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, Oleh karena
itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa
dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan
- Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai
Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin
keprajuritan di kesatuannya.

- Perbutan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas di satuan
menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal
tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana
sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan
seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personel Latorlan Yonif
Raider 614/Rjp Bulan Agustus s.d September 2017.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan
tindak pidana yang dilakuakan oleh Terdakwa dan merupakan
kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat
perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26

KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Febriyanto Romadona, Prada NRP
31140233970295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
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Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personel Latorlan Yonif Raider 614/Rjp
Bulan Agustus s.d September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.M.H, Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai
Hakim Ketua, dan Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 serta
Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota |
dan sebagai Hakim Anggota Il yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP
21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letda Chk NRP 21990191570578
serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.M.H
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota | Hakim Anggota I
Rudy Dwi Prakamto, S.H Nurdin Raham, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177 Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H
Letda Chk NRP 21990191570578
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